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engan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, penulis berharap 
kehadiran buku ini sebagai sumbangsih 

pemikiran dalam pengembangan hukum pidana di 
Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya bertumpu 
pada aspek represif, tetapi juga harus mampu 
memberikan keadilan substantif bagi seluruh pihak 
yang terlibat. Sejalan dengan adagium "Ubi societas, ibi 
ius", di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, maka 
hukum harus selalu mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan sosial demi tercapainya keadilan yang 
lebih luas. 

Konsep restorative justice yang dibahas dalam 
buku ini merupakan paradigma progresif dalam sistem 
peradilan pidana. Prinsip ini menekankan pemulihan 
hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, serta 
keseimbangan dalam pemidanaan. Sebagai bagian dari 
upaya menegakkan hukum yang lebih humanis, 
Kejaksaan Republik Indonesia telah berperan aktif 
dalam menerapkan pendekatan ini guna menciptakan 
keadilan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga 
berlandaskan moral dan sosial. Sebagaimana dikatakan 
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oleh Rudolf von Jhering, "Tujuan hukum adalah 
perdamaian, dan sarana untuk mencapainya adalah 
perjuangan", maka restorative justice adalah bentuk 
perjuangan hukum dalam merajut harmoni di tengah 
masyarakat. 

Lebih jauh, penerapan restorative justice dalam 
penanganan tindak pidana oleh Kejaksaan 
menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus 
diwujudkan dalam bentuk pemidanaan konvensional. 
Alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi penal, 
musyawarah, serta kesepakatan antara korban dan 
pelaku menjadi pendekatan yang semakin relevan 
dalam masyarakat yang berorientasi pada rekonsiliasi. 
Dengan adanya prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, 
dan restitutif, maka mekanisme hukum dapat semakin 
berdaya guna, sebagaimana adagium "Fiat justitia ruat 
caelum", keadilan harus ditegakkan meskipun langit 
runtuh. 

Terakhir, saya berharap buku ini dapat menjadi 
referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi 
hukum, serta masyarakat luas dalam memahami 
dinamika penegakan hukum modern, khususnya 
terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHP 
Nasional. Dengan semangat profesionalisme, 
integritas, dan keadilan, kita dapat terus 
mengupayakan sistem hukum yang lebih adaptif 
terhadap kebutuhan zaman dan lebih berpihak pada 
kepentingan masyarakat luas.  
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Semoga buku ini memberikan wawasan baru serta 
kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di 
Indonesia. 

  

Makassar, 5 Februari 2025 

Penulis 

 

ttd. 

Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. 
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uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku 
ini yang membahas aspek penting dalam 
sistem peradilan pidana di Indonesia, 

khususnya mengenai konsep Restorative Justice dan 
penerapannya oleh Kejaksaan dalam penanganan 
tindak pidana. Buku ini diharapkan dapat menjadi 
referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi 
hukum, dan masyarakat luas dalam memahami peran 
hukum sebagai sarana mencapai keadilan yang tidak 
hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan 
pemulihan bagi korban dan pelaku. Sebagaimana 
adagium hukum "Summum ius, summa iniuria", hukum 
yang diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan 
nilai keadilan dapat justru menimbulkan ketidakadilan 
yang lebih besar. 

Dalam kajian ini, kami membahas teori 
penegakan hukum sebagai dasar konseptual dalam 
memahami bagaimana hukum bekerja dalam 
masyarakat. Prinsip Restorative Justice menjadi sorotan 
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utama sebagai pendekatan yang menekankan 
pemulihan daripada penghukuman semata. Hal ini 
sesuai dengan paradigma hukum modern yang 
bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara 
kepentingan negara, korban, dan pelaku kejahatan. 

Selanjutnya, buku ini menguraikan bagaimana 
Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum 
menerapkan Restorative Justice dalam penanganan 
perkara pidana. Pendekatan ini menjadi solusi 
alternatif bagi kasus-kasus tertentu yang 
memungkinkan penyelesaian yang lebih berkeadilan 
dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, aspek 
ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHP Nasional turut 
dibahas sebagai instrumen pemulihan yang semakin 
diperkuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi 
kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, 
serta membuka wawasan baru dalam mewujudkan 
keadilan yang lebih humanis dan inklusif. Semoga buku 
ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi dunia akademik dan praktik hukum. Kritik dan 
saran yang membangun sangat kami harapkan guna 
penyempurnaan karya ini di masa mendatang. 

 

Makassar, 5 Februari 2025 
Penulis 

 
 

ttd 
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H.  
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di Universitas Diponegoro pada tahun 2001 dengan 
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Di bidang akademik dan keilmuan, penulis telah 
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dalam perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa 

karyanya yang terkenal meliputi Fungsionalisasi 

Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di 

Indonesia (2010), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik: 

Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), 

Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum 

terhadap Kejahatan Korporasi (2018), Deferred 
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